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PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka perlu meninjau
kembali Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1647);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan
atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 15);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3019);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3437);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 119);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991
tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi
Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Ke atas;



Menetapkan

PERDA KTP.C/toat

17.

18.

19.

20.

21.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan
Kutipan Akta Catatan Penduduk;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005
tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan
pengganti Dokumen Penduduk bagi pengungsi dan penduduk
korban bencana di daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di daerah;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga
Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun
Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003
Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran
daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan

oleh Kepala Daerah dalam urusan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
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Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS
Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan
atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Registrar adalah petugas / Pegawai Negeri Sipil kelurahan
yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga
Negara Indonesia dan diangkat oleh Walikota Surabaya

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kota Surabaya.

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah Kota Surabaya.

Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di
wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;

Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap Warga
Negara Republik Indonesia yang datang/masuk ke Daerah
dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan
belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk
tetap.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;

Orang Asing tinggal terbatas adalah Orang asing yang tinggal
dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik
Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari Instansi
yang berwenang;

Orang Asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada
dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin
tinggal tetap dari Instansi yang berwenang;

Penduduk Rentan administrasi  kependudukan yang
selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah
penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam
memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh
bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di
daerah terbelakang;
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Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publik dan pembangunan

Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang
diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang mempunyai
kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah mencatat
perubahan  kewarganegaraan penduduk yang telah
mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku terhadap Perubahan Status dari
Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang
Asing.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan
pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan
dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat
keterangan kependudukan;

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal
sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap;

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data
tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan
dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak
saat kelahiran;

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat
unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia;

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat denga KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik
anggota keluarga;

Kepala Keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak yang
bertanggungjawab terhadap keluarga;

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau ;

c. Kepala Kesatriyan,asrama, rumah yatim piayu dan lain-lain
dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;



